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Perihal . Imbauan Penelitian Persyaratan

Administrasi Calon

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban
di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2) Undang-Umdang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang;

3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2024
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tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

7) Keputusan Bawaslu Rl Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota;

8) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan
Dalam melakukan upaya Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada

Pengawasan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 pada Sub Tahapan

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang segera dilaksanakan, maka Bawaslu

Kabupaten Tuban mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Tuban terkait hal-hal

sebagai berikut:

1. Memeperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
berikut :

a. Pasal 112 ayat (1) sampai dengan ayat (4):

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan
administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.

(3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan
Calon.

(4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan bantuan Silon.

b. Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (2):

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang
bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

c. Pasal 114 ayat (1) sampai ayat (2):

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian

persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

ayat (2) ke dalam berita acara.



(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah
penelitian selesai.

d. Pasal 115 ayat (1) sampai dengan ayat (2):

(1) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon benar
maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.

(2) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon belum
benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan
terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024;
. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mematuhi Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja

samanya diucapkan terimakasih.

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);

2. Arsip



